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BUPATIKAUR 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR : t,-11/' TAHUN 2023 

TENTANG 

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN KAUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan 

birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya 

perubahan konkrit dalam penataan susunan organisasi dan tata 

kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur; 

Mengingat 

b . bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 

Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab 

untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten 

Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara -----------:-, SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATn: KAUR 
BAGIAN HUKUM Republik Indonesia Nomor 4266); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aoaratur Sioil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6. Tambahan Lernbaran Nee:ara Reoublik Indonesia 

Nomor 5234); 

4. Undane:-Undane: Nomor 23 Tahun 2014 tentane: Pemerintahan .. --

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244. Tambahan Lembaran Nee:ara Reoublik Indonesia .. . 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dene:an Undane:-Undane: Nomor 9 Tahun 2015 tentane: ·- .. 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentane: Pemerintahan Daerah (Lembaran Nee:ara Reoublik -- . - - -

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Reoublik Indonesia Nomor 5679): 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentane: Perane:kat Daerah (Lembaran Nee:ara Reoublik 

Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Reoublik Indonesia Nomor 5887) sebae:aimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nornor 187. Tambahan Lembaran Nee:ara 

6 . 

. . . 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentane: 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manaiemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) : 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
SEKRETARJAT PEMERINTAH KABUPATEN 
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aoaratur Ne!lara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan 
Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aoaratur Ne!lara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah 
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546): 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 
Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181): 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentan!l Pembentukan dan Susunan Peran!lkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberaoa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 
Tahun 2022 tentang Pen1bahan Peraturan Daerah Nomor 14 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabuoaten Kaur Tahun 
2022 Nomor 290) ; 

12. Peraturan Buoati Kaur Nomor 92 Tahun 2022 tentan!l Susunan 
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita 
Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1096); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KABUPATEN KAUR 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. 

2. 

3. 

Kabupaten adalah Kabupaten Kaur; 

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur; 
Bupati adalah Bupati Kabupaten Kaur; 

SF.V..R::T RIAT PEMERINTAH KABUPATE '1 ~ L,~ 
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5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan oemerintahan yang 

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 

oleh kementerian negara dan oenyelenggara Pemerintahan 

Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menseiahterakan masvarakat: -- -- . 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 

dalam oenvelene:e:araan Urusan Pemerintahan vane: meniadi -- ·---

kewenangan Daerah; 

7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Teroadu 

8. 

Satu Pintu Kabupaten Kaur; 

Jabatan Fune:sional vane: 

.. . 

selaniutnva disine:kat JF adalah .. .. . -

sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 

dene:an oelavanan funesional vane berdasarkan oada 

keahliandan keterampilan tertentu; 

9. Aoaratur Sioil Nee:ara selaniutnva disine:kat ASN adalah orofesi - . - - .. .. . . . 

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perianiian Keria vane: bekeria oada Instansi Pemerintah. -· -· -- .. --

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNANORGANISASI 

Bae:ian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kaur berada di bawah dan bertanggung 1awab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu 

dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

Pasal3 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

mempunvai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan 

di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta 

tugas pembantuan vang diberikan kepada Daerah. 
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Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 

Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Teroadu Satu Pintu 

mempunyai fungsi: 

a. oenvusunan dan perumusan kebijakan di bidang oenanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

b. oelaksanaan teknis kebiiakan di bidang oenanaman modal dan 
- --

pelayanan terpadu satu pintu; 

c. oelaksanaan oembinaan. evaluasi dan oelaooran di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

d. oelaksanaan dan oengawasan penyelenggaraan administrasi 

dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

ointu: 
- -

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang 

tugasnya. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

( 1) Susunan organ1sas1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Ternadu Satu Pintu. terdiri atas: 
- -

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat. membawahi : 

1) subbag umum; 

2) kelompok iabatan fungsional. 

c. Unit Pelaksana Teknis; 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) huruf d terdiri dari Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional 

dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Kelomook Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud oada 

ayat (2) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman 

Modal dan Kelomook Jabatan Fungsional Pelavanan Teroadu 

Satu Pintu. 

SEKRETARIA T PEMERINTAK KABUPATEN KAUR 
BAG _AN HUKUM 

,.U OAKDIP ROSE S C'''1 
< ITIKEBE N.A.RA NNf•, 



BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Baflian Kesatu 

Sekretariat Dinas 

Pasal 6 

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

(2) Sekretariat sebae:aimana dimaksud oada avat ( l) dioimoin oleh -- . -- . -

sekretaris. 

Pasal 7 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi oelaksanaan tugas, oembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

line:kune:an Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Teroadu Satu . . . . 

Pintu. 

Pasal 8 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 

sekretariat dinas memounvai fune:si : - .. . . 

a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran 

dan oer:ianjian kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

b. koordinasi oengukuran capaian kinerja dan oelaooran kinerja 

(LAKIP) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu: 

c. koordinasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu: 

d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, 

kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu: 

e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

f. koordinasi dan penvusunan peraturan Perundang-Undangan: 

g. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan 

publik dan standar pelavanan prosedur di lingkungan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPArc; KAUR 
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h. oenyelenggaraan oengelolaan barane- milik daerah dan lavanan 

pengadaan barang/ jasa; dan 

1. oelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Keoala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Bae-ian Kedua 

SubbagUmum 

Pasal9 

( 1) Subbagian um um berkedudukan di bawah dan bertanggung 

iawab keoada sekretaris. -- -

(2) Subbagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh keoala subbae-ian. 

Pasal 10 

Subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai 

tugas: 

a. melaksanakan reformasi birokrasi internal Dinas Penanaman 

Modal dan Pelavanan Teroadu Satu Pintu: .. . -

b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, 

dan dokumentasi terkait kee-iatan: - - -

c. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelavanan Teroadu Satu Pintu: .. . -

d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, 

oenane-anan oersuratan masuk dan keluar. oenomoran surat. . . . - . . . 

pengagendaan, ekspedisi, dokumen; 

e. administrasi oetialanan dinas 01moman. pengelolaan kearsipan 

dan perpustakaan; 

f. menvusun perencanaan dan pengembangan teknologi informasi. 
- - - -

pelaksanaan operasional teknologi informasi,dan pengelolaan 

data dan dukungan telmologi informasi; 
- -

g. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan 

sumber dava manusia aparatur. rencana oendidikan dan 

pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, 

pengembangan kompetensi. oengelolaan administrasi - - -

kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen 

talenta. pelaksanaan penilaian kineria. pembinaan disiplin serta 

penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah 

kepegawaian. pelavanan administrasi gaii dan tuniangan. cuti. 

SEK.!l,ETARI.Ai PEMERINTAH KABUPATEN KAUR dan kesej ah teraan lainnya; 
8!'3'~ N HUKU M ---- - --,---~ 

SUDAH OIP;;c,5 -
0 I I i: '. I TI ~ E B E 1l A ~ 



h . melaksanakan layanan administrasi umum yang meliputi surat 

menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, 

pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan 

barang/jasa di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

1. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan eamanan 

ruang kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

J. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

subbagian umum dan kepegawaian; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS 

Pasal 11 

Pada setiap unit kerja di lingkungan DPMPI'SP ditetapkan JF sesuai 

dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 12 

(1) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan 

ketentuan undangan. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim 

kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja 

organisasi. 

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. ketua tim; dan 

b. anggota tim. 

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal 

dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit 

organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian 

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. 

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan 

pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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(6) Ketentuan lebih laniut meneenai oelaksanaan tueas dan 

penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

oeraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 13 

(1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12, terdiri 

atas berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang 

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundane-U ndanean. . . - -

(2) Jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditentukan berdasarkan kebutuhan vane didasari atas analisis 

jabatan dan beban kerja. 

(3) Tugas. _ienis. dan _ienjang Kelomook JF sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan Perundang­

Undangan yang mengatur masing-masing JF. 

Pasal 14 

Kelompok JF Substansi Penanarnan Modal, menyelenggarakan 

funesi: 

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, 

rencana strateeis dan rencana oene-embane-an oenanaman modal . - - . - - - -

lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; 

b. oene-kaiian. oenvusunan dan oenQ"Usulan dereQ"Ulasi/kebiiakan . . . .. . - .. . - - - - -· 

penanarnan modal lingkup daerah; 

c. pengembangan potensi dan peluang penanarnan modal lingkup 
- - - - - -

daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui 

penanarnan modal. antara lain meningkatkan kemitraan dan 

daya saing penanarnan modal lingkup daerah; 

d. penvusunan dan pengembangan kebiiakan/strategi promos1 

penanarnan modal lingkup daerah; 

e. perencanaan kegiatan promos1 penanarnan modal di dalam dan 

luar negeri; 

f. penvusunan bahan. sarana dan prasarana promos1 penanarnan 

modal; 

g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanarnan modal 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

h. pelaksanaan pembinaan. fasilitasi penvelesaian permasalahan 

penanarnan modal, dan pendarnpingan hukum; ~---------..... SEKRET,I RIAT PEltlfRl ,-..'TAH KABUPATEN KAUR 
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1. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan 

peraturan Perundang-Undangan; 

J. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem 

informasi penanaman modal; 

k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat 

daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan 

pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan sektor usaha; dan 

1. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, 

promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan 

dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi 

informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang­

Undangan. 

Pasal 15 

Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pelayanan penzman berusaha dan non penzman 

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; 

b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan 

pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan; 

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non 

penzman; 

d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, 

pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan; 

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

f. pelaksanaan analisis dan evaluasi data perizinan berusaha dan 

non perizinan; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat 

daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan 

non perizinan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan 

masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada 

masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan 

------- - ~ on perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang­
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Pasal 16 

(1) Pada kelompok JF yang menyelenggarakan fungsi pelayanan 

terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan 

kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan. 

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan 

berusaha dan non perizinan. 

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 

perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi 

dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

BABV 

TATA KERJA 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyusun peta proses bisnis 

yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien 

antar unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Pasal 18 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 

mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

Pasal 19 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuwajib 

menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis be ban 

kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan. 

Pasal 20 

Setiap unsur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya harus 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar 

unit organisasi maupun dalam hubungan antar perangkat Daerah. 
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Pasal 21 

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menerapkan sistem 

pengendalian intern pemerintah di lingkungannya untuk 

mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang 

terintegrasi. 

Pasal 22 

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal 23 

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengawasi setiap 

pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan 

wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 24 

Setiap p1mpman unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan 

menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya. 

Pasal25 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari 

bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 

menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 

kepada bawahannya. 

Pasal 26 

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan 

wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang Iain yang 

secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 
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BAB VI 

JABATAN 

Pasal 27 

( 1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan 

eselon II/b. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon 

III/ a. 

(3) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan 

eselon IV/ a. 

BAB VU 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah 

Kabupaten Kaur Tahun 2017 Nomor 492), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kaur. 

2023 
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